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PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWES! SELATAN
NOMOR: 2  TAHUN 2003
' TENTANG

- PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENYIMPANAN
DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM WILAYAHR
PROPINS! SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang © a. bahwa Bahan Bakar Minyak adalah komoditas yang mempuinyai
" nilal strategis karena menyentuh berbagal aspek kebutuhan
masyarakat, mulai dari kebutuhan transportas, industri dan Rumah
Tangga ; |
b. bahwa Bahan Bakar Minyak memiliki pola distribusi dan konsumsi
yang ditetapkan melalui mekanisms dan prosedur tertentu
mengingat sifatnya yang mengandung resiko tinggi, baik terhadap
Negara, Pemerintah maupun Masyarakat sehinggz membuiuhkan
pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya ;
C. bahwg sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas,
~ dipandang perlu menstapkan Peraturan Daerah tentang
‘Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyimpanan dan

Penyaluran Bahan Bakar Minyak dalam wilayah Propinsi Suiawes) -
- Selatan. o

Mengingat : 1. Staatsblat 1927 Nomor 1999 dan Nomor 200 sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan Staatsblat 1940 Nomor 252 dan Nomor
150 tentang Penyimpanan dan Memiliki Minyak dan Bahan Bakar

- Cair sejenis itu mudah terbakar ; '
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat [
Sulawesi Utara- Tengah (Lembaran Negara. Tahun 19680 Nomor
151, Tambahan Lembaran Negara Republik indsaesia Nomor
2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Pehetapan Peraturan Pemerintah  Penggant] Undang-undang
Noritor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat |
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawnsi Tenggara
dengan mengubah Undang-undang Nomior 47, Prp. Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat i Sulawesi Utara Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara manjadi
Urdang-undang (Lembaran Negara Tahun 1804 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 ; :
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3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara. Tahun 1981
Nomor 76 , Tambahan Lembaran N egara Nomor 3209);

4. Undang —~ Undang Nomor 23 Tahun 1897 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran N.egara Republik Indonesia

» Tahun1997 Nomor 88, Tambahan Lembaran N egara Nomor
3839); '

5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran
Negara 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3817);

6. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan

Konsumen (Lambaran Negara 42 Tahun 1989, Tambahan
Lembaran Negara No. 3821),

7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 1899 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nogar
Nonmor);

8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
' Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

-Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahon Lembaran
Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.1454/K/30/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang
Pedoman teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah  dibidang
Minyak dan Gas Bumi;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomcer 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN,;
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN  DAN
- PENGENDALIAN TERHADAP PENYIMPANAN DAN

PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM  WILAYAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN '

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan .
1. Daerah adalah PropmutSuIawes: Selatan.

2. “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Danrah Otonom
yang lain secbagai Badan Ekselutif Daerah .




40,
11,

12,

Gubernur adgiah Gubemur Sulawesi Selalan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawves %r
Dinas Pertambangan dan knergi ada[ah Dinas Perlambangan dan En=igi Pro;)nu
Sulawesi Seratan

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakai yang berasal
dan/atau diclah dari Minyak Bumi

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpuian, penamnungan ¢an
nengeluaran Bahan Bakar Minyak ' i
Penyaluran adalah kegiatan distribusi BBM yang dilakukan oleh badan usaha atau

perorangan dengan berpedoman pada syarat-syaral prosedur dan mekansme sesual
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pengawasan adalah tindakan pengamatan dan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh
rangkaian kegiatan penyimpanan dan penyaluran BEM untuk menjamin pelaksanaannya
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian adalah tindakan atau rangkaian yang dilakukan untuk mencegah dan/atau
melakukan penindakan terhadap kejadian penyimpangan dan/alau penyalagunaan pada
penyimpanan dan penyaluran BBM

Rekomendas! adalah pemberian pa,rse{u,'uan kepada lembaga-iembaga penyalur BB

sebelum mendapatkan izin penyimpanan dan oenyaluran BBM dar; pejabal yang
berwenang

Penganghutan adalah usaha mengangkal, memindahkan, menvalurken dan/atau
mengalirkan BBM dari tempat penimbunan ketempat penimbunan lain.

BAB I

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
Pasal 2

Penyimpanan BBM dalam Peraturan Dagral ini dibedauaan aias ;
a. Penyimpanan untuk keperluan Bahan Bakar Industri dan pemakaian senairi.
b. Penyimpanan BBM unluk keperluan usaha/diperdagangkan

Penyimpanan BBM sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1) adalah venyimpanan
yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang sah dan dipersyaratian
mendapat izin penyimpanan BBM selelah memenuhi prosedur, syarat-syaral dan

mekanisine terentu yanc ditetapkan sesual peraturan pemndano undangan vang. .
berlaku.

Pasal 3

Penyimpanan dan Penyaluran BBM hanya dapal dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

penyaiur yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. :

Lembaga-lembaga penyalur yang dlmakoUd ayat (1) pasal ini meliputi ;
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umumj

SPEB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar)

PSPD (Premium Solar Packed Dealer)

APMS {Agen Premium dan Sulan

Agen Minyak Tanah ML"&'

l:lembaga penyalur lain sesua kel :ntuan Perlamina.



Pasai 4

(1) Setiap penunjukan lembaga-—lembaga penyalir sebagaimana dimaksud
Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi
persetujuan dari Gubernur c¢g Dinas Pertambangan dan Energi,

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan Relribusi..

berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomsr 40 Tahun
2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.

(3) Pengalokasian BBM yang bersubsidi  yang disalurkan oleh Pertamina harus
mendapat nersetuiuan dari Gubernur cq Dinas Pertambangan dan Energi.

(4) Setiap triwulan Pertama melaporkan realisasi penjualan BBM kepada Gubernur
Cq Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB Il
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- Pasal &

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyimpanan dan penvaluran BBM
d{ialfsamkan oleh Gubernur,

(2) Peiakaanaan pangawasan dan pengendalian sebagalmana dimaksud ayat (1)
secara taknis dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energl dan bila

dipandang perlu Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan
instansi terkait sesuai kebutuhan,

> Pasal 8

Pengawasan dan pergendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan
Daerah ini meliputi :

a. Pengawasan terhadap Penyimpanan BEBM.

b. Pengawasan terhadap Pola penyaiuran BBM.

¢. Pengawasan terhadap sarana maupun peralatan penyimpanan dan penyaluran
BBM.

d. Pengawasan terhadap mutu/kwalitas BBM.
e. Pengawasan terhadap keselamatan kerja.
f. Hal —hal lain yang dapat merugikan konsumen,

Rasal 7

(1) Setiap Mobll tangki yang mengangkut BBM diharuskan langsung menuju
ketempat tujuan yang telah ditentukan dalam surat jalannya, :

(2) Setiap moebil  tangki yang memuat BBM harus diben ilanda dengan

-~ hurufangka dan warnu yang jelas untuk menunjukkan kapasitas dan identitas
BBM yang diangkut

(3) Seliap pangkalan harus memasang papan mengenai harga cceran tertinggi
minyak tanah ditempat yang mudah terbaca.,




Pasal 8

Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan tedentu .yang dipasarkan dalam Negéri

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi-standar dan mutu yang
e ——

ditetankan oleh Pemerintah. T

-

BAB {V
PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi -
wewenang khusus oleh Undang-undang sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagairnana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku,

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) adaiah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau faporan
berkenzan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daecrah agal keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b meneliti, mencari, dan mengumpulkan ketersngan mengenai orang pribadi

- atau badan tontang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan

- dengan tindak pidana di bidang Retribusl Daerah:;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribedi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

c. melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
- -pencatatan dan = dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut: :

f. meminta bantuan tenaga ahli dalany rangka pelaksanaan tugas penyicikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyureh berhenti dan atau melarang seseorang meningagalkan ruangan
atau tempat pada saaf pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

h. memotrst dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah; _

f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai
tersangka atau saisi; '

J. menghentikan penyidikan dan segera melaporkan kepada penyidik Polri dan
-Penuntut Umum;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran  penyidikan  tindok.
pidana di bidang Retiibusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawals,; N

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - memberitahukan dimutainya
pehyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
melalui Penyidik Pejabat Polri Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.




DAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Penyimpanan tanpa izin usaha dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 53 Undang-undang
Nomo 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Sofiap orang vang meniru. ataul momaisukan Bahan Rakar Mmqu (BBM) intdana sesua
dengan pasal 54 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setiap orang yang menyalagunakan Péngangkut_an dan atau niaga Bahan Bakar Minyak
dikenakan sanksi sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak-

dan Gas Bumi.
Pasal 11 .

Wajib Restribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya sehingga moragikan keuangan

Daerah diancam pidana kurtmgan paling lama 6 {(enam) bulan atau denda paling banyak
{empat) kali jumlah Relribusi Daerah ;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) adalah pelanggaran ;
Tindak Pidana diluar pelanggaran Retribusi ditaksanakan oleh Penyidik Umim sosoai
dengan ketentuan Peraluran Perundang-undangan yang berlaku,
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nl sepanjang mongenaa peliksanas 'lln/a

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daeraly ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawssi Selatan.

Diundangkan : di Makassar
padatanggal : 9 April 200%

Disahkan » diMakassar
padatanggal © 8 April 2003
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